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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 109 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ER- 3

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 20086,
terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2010
telah ditetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi daerah:

bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, maka petunjuk pelaksanaan

 pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara;



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 “tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1

2.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD
adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
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18.

Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. - i

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKPD/UKPD
Pemungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan
pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah di Daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung-
jawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD/UKPD
Pemungut Retribusi.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Unit
Kerja SKPD.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk
badan usaha lainnya.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu. :

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi
serta pengawasan penyetorannya.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah
yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pemungut Retribusi
Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah. ‘

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.



19.

20.

21.

22.

23,

24.

25,

20.

(1)

(2)

Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara
angsuran yang diterbitkan oleh Kepala SKPD/UKPD Pemungut
Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara
Angsuran.

Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen
yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu
langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai
dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi
sama dengan ketetapan.

Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang
dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian
hasil pengolahan data dan pengarsipan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data serta keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan
Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang
harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga,
tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi
maupun sanksi administrasi.

Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi
Daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala
SKPD/UKPD Pemungut Retribusi yang memuat persetujuan atau
penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan
oleh Wajib Retribusi.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi
Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan
yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan
pembayaran angsuran retribusi daerah.

Bank Penerima adalah Bank DKI atau bank lain yang ditunjuk oleh
Gubernur untuk menerima pembayaran pendapatan asli daerah.

BAB i
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 2
Setiap SKPD/UKPD Pemungut Retribusi dapat melakukan pendaftaran
dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di daerah
maupun di luar daerah yang memiliki objek retribusi di daerah dengan
menggunakan form model BPKD.001.Ret sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan

yang menqgﬂarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan
menjadi W«:ajlb Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.



(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal
tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek retribusi dan
objek retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.

(4) Data subjek retribusi dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) ditatausahakan tiap wilayah Kota Administrasi,
Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib dilakukan
pemutakhiran data dalam 1 (satu) periode tertentu.

(2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh SKPD/UKPD Pemungut Retribusi dengan BPKD.

BAB Il
PENETAPAN
Pasal 4

Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan :

a. SKRD; atau
b. dokumen yang dipersamakan.

Pasal 5

(1) Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang

dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai
berikut :

a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur
“dalam hal ini SKPD/UKPD Pemungut Retribusi untuk mendapatkan
jasa pelayanan dengan menggunakan form permohonan model
BPKD.002.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini;

b. SKPD/UKPD Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan jasa
pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung dan
menetapkan besarnya retribusi yang terutang menurut ftarif
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 126 Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, menggunakan Nota
Perhitungan Retribusi Daerah sesuai Form 1 Lampiran Peraturan
Gubernur ini; dan

c. Berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, SKPD/UKPD Pemungut Retribusi menetapkan
retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD dengan menggunakan
form model BPKD.003.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini, dengan rincian sebagai berikut :

1. Lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi;
2. Lembar ke 2 untuk SKPD/UKPD; dan
3. Lembar ke 3 untuk pertinggal pada SKPD/UKPD Pemungut.



(2)

Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak
mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data
yang semula belum terungkap, maka SKPD/UKPD Pemungut Retribusi
mengeluarkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek
retribusi yang sama.

Pasal 6

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus ditandatangani oleh
Kepala SKPD/UKPD Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 7

Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan
sebaga?mana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain :

a. karcis;
b. kupon; atau
c. kartu langganan.

Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Gubernur melalui
Kepala BPKD untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan retribusi.

Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit memuat :

logo Pemerintah Daerah,;

nama SKPD/UKPD Pemungut Retribusi;

nomor dan seri;

nilai nominal;

nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal
Peraturan Gubernur yang menjadi dasar hukum pemungutan
retribusi; dan

f. kode sebagai alat pengaman.

© o0 oo

Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau
sejenisnya berupa legalisasi oleh Kepala BPKD.

Setiap SKPD/UKPD Pemungut Retribusi harus mengajukan
permohonan pengesahan sarana pemungutan retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1) kepada Kepala BPKD dan permohonan tersebut
harus memuat paling sedikit :

a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
b. nilai nominal;

c. nomor dan seri; dan _

‘d. keterangan lain bila dianggap perlu.

BPKD membukukan/mencatat sarana pemungutan retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada SKPD/UKPD
Pemungut Retribusi.



BAB IV
PEMBATALAN PENETAPAN
Pasal 8

(1) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat
dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
‘ disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan
pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD -asli dan fotokopi
Kartu Tanda Penduduk (KTP). '

(3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala BPKD melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan Biro
Hukum serta SKPD/UKPD Pemungut Retribusi, serta dimungkinkan
untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan
lapangan atas objek retribusi yang dimohonkan pembatalannya.

(4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan
dalam Berita Acara Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah yang
ditandatangani bersama.

(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh Kepala BPKD
disampaikan kepada SKPD/UKPD Pemungut Retribusi sebagai dasar
pembatalan SKRD.

(6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara
diterima, kepada SKPD/UKPD Pemungut Retribusi harus menerbitkan
surat pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib
Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.

BAB V
PEMBAYARAN
Pasal 9

Pembayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan
menggunakan SSRD sesuai model BPKD.011.Ret. sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, adalah sebagai berikut :

a. Petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah
diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala  SKPD/UKPD Pemungut
Retribusi. SSRD terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai
berikut :

1. lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3, disampaikan kepada Waijib
Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi ; dan

2. lembar ke-4 pertinggal pada SKPD/UKPD Pemungut Retribusi yang
bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran.

b. dengan menggunakan SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Wajib Retribusi langsung membayar retribusi yang terutang ke Bank
Penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo
pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD;



c. apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b
pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja
berikutnya;

d. Bank Penerima menerima pembayaran retribusi yang terutang wajib
membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh
petugas penerima uang pada SSRD dan didistribusikan dengan rincian :

1. Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran:
2. Lembar ke-2 untuk Bank Penerima/Tempat Penerima Pembayaran; dan
3. Lembar ke-3 untuk SKPD/UKPD Pemungut Retribusi.

e. Bank Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ke-3 SSRD
kepada SKPD/UKPD Pemungut Retribusi yang bersangkutan;

f. SKPD/UKPD Pemungut Retribusi wajib mencocokan lembar ke-3 SSRD
sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan SKRD: dan

g. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan
Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu pada . SKPD/UKPD
Pemungut, Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan
Pembantu menerima SKRD dan wajib menyetorkan pembayaran ke
Bank Penerimaan paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan diterima.

Pasal 10

+SKPD/UKPD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila
Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah
dibayar lunas.

Pasal 11

Pembayaran retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal
yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD/UKPD Pemungut
Retribusi;

b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD/UKPD
Pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan
kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi;

c. SKPD/UKPD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila
Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada huruf b;

d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD/UKPD
Pemungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ secara bruto kepada Bank Penerima dengan
menggunakan form SSRD sesuai model BPKD.011.Ret. sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini: dan

e. Penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d
dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
SKPD/UKPD Pemungut Retribusi paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh
empat) jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi.
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(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar
retribusi terutama yang ditetapkan dalam SKRD secara sekaligus dapat
mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Gubernur
melalui Kepala SKPD/UKPD Pemungut Retribusi dengan menggunakan
form model BPKD.004.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini.

Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo
pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan-
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD/UKPD Pemungut Retribusi
menyampaikan usulan kepada Gubernur untuk mendapatkan
persetujuan atau penolakan.

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak
Gubernur, SKPD/UKPD Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan
penolakan pembayaran angsuran, dengan menggunakan form model
BPKD.005.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini.

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui
Gubernur, SKPD/UKPD Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan
persetujuan pembayaran angsuran dengan menggunakan form model
BPKD.005.Ret sebagalmana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini.

Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah
yang sama besarnya untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung
mulai tanggal ditetapkannya SPARD.

Atas dasar keputusan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan
kesanggupan pembayaran angsuran dengan menggunakan form model
BPKD.006.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini.

SKPD/UKPD Pemungut Retribusi berdasarkan surat pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan SPARD dengan
form model BPKD.007.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini terlampir dalam rangkap 4 (empat) dengan
rincian sebagai berikut :

a. lembar ke-1 dan lembar ke-2, disampaikan ke Wajib Retribusi
sebagai alat untuk membayar retribusi;

b. lembar ke-3 pertinggal pada SKPD/UKPD Pemungut Retribusi
sebagai alat kendali pembayaran; dan

c. lembar ke-4 diberikan kepada BPKD.

SKPD/UKPD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila
Waijib Retribusi telah membayar lunas seluruh angsuran retribusi.
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Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai
dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD,
dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada
Gubernur melalui Kepala SKPD/UKPD Pemungut Retribusi dengan
menggunakan form model BPKD.008.Ret sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan
dan diterbitkan dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD/UKPD Pemungut Retribusi
menyampaikan usulan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk
untuk mendapatkan persetujuan/penolakan.

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, SKPD/UKPD Pemungut Retribusi
menerbitkan Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran dengan
menggunakan form model BPKD.009.Ret. sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, SKPD/UKPD Pemungut Retribusi
menerbitkan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran dengan
menggunakan form model BPKD.009.Ret. sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan
terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.

Atas dasar Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi membuat surat pernyataan
penundaan pembayaran dengan menggunakan form model BPKD.010.Ret
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Waijib Retribusi membayar retribusi terutang dengan menggunakan
SKRD ke BPKD melalui Bank Penerima dengan melampirkan
Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran.

SKPD/UKPD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila
Waijib Retribusi telah membayar seluruh ketetapan retribusi.

Pasal 14

Mekanisme penerimaan pembayaran retribusi melalui Bank Penerima
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

W

BAB VI
PENAGIHAN
Pasal 15
SKPD/UKPD Pemungut Retribusi wajib :
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD,

dengan menggunakan form model BPKD.014.Ret sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
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b. menyampaikan Surat Teguran dengan menggunakan form model
BPKD.015.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini, apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran,
Waijib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi
terutang.

Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh)
hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b.

Penerbitan Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :

a. lembar ke-1 untuk Waijib Retribusi;
b. lembar ke-2 untuk SKPD/UKPD Pemungut Retribusi; dan
c. lembar ke-3 untuk BPKD melalui Bidang Pendapatan Daerah.

SKPD/UKPD Pemungut Retribusi menerbitkan STRD dengan
menggunakan form model BPKD.016.Ret sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini, apabila retribusi terutang tidak atau
kurang® dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
dalam SKRD.

STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wajib
Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 16

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila : ‘

a. diterbitkan Surat Teguran; atau o
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

BAB Vill
KEBERATAN
Pasal 17

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD
kepada Gubemur melalui Kepala BPKD.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD, dengan

melampirkan perhitungan besarnya retribusi menurut perhitungan Wajib
Retribusi. .
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Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala BPKD menyampaikan usulan kepada Gubernur untuk
mendapatkan persetujuan.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pertimbangan
Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.

Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Tim Pertimbangan
Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan
atau penolakan.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur belum/tidak
memberikan keputusan, maka keberatan dianggap diterima/disetujui
sesuai dengan perhitungan Wajib Retribusi.

Pasal 19

Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Paﬁal 18 ayat (1)
dapat berupa menerima sepenuhnya, sebagian, menolak atau
menambah ketetapan retribusi.

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
BPKD menerbitkan Keputusan Keberatan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling
lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
dikeluarkan.

BAB IX
KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi kepada Gubernur melalui Kepala BPKD
dengan menggunakan form model BPKD.012.Ret sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.

Pasal 21

Kepala BPKD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 diterima harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dilampaui dan Gubernur melalui Kepala BPKD tidak memberikan
keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan Kepala BPKD
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus menerbitkan
SKRDLB dengan menggunakan form model BPKD.013.Ret
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
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(2)

13

Pasal 22

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1),
BPKD bersama-sama dengan SKPD/UKPD Pemungut Retribusi serta
instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap subjek retribusi dan
objek retribusi yang dimaksud.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, Kepala BPKD atas nama
Gubernur menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima/
disetujui yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian sebagai
berikut :

a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
b. lembar ke-2 untuk SKPD/UKPD Pemungut Retribusi; dan

c. lembar ke-3 untuk BPKD melalui Bidang Perbendaharaan dan Kas
Daerah.

(3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lain, maka kelebihan

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

pembayaran dalam SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
langsung diperhitungkan untuk melunasi utang tersebut.

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran secara tunai, Kepala BPKD melakukan proses
pembayaran pengembalian dengan disertai lampiran SKRDLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran untuk diperhitungkan sebagai pembayaran
masa retribusi berikutnya, Kepala BPKD menyampaikan SKRDLB
kepada Kepala SKPD/UKPD Pemungut Retribusi.

Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB harus dilakukan
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah

-dilampaui, pengembalian kelebihan pembayaran belum dibayar,

Gubermnur melalui Kepala BPKD memberikan imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran dimaksud.

BAB X
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN
Pasal 24

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD/UKPD
Pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen yang

dipersamakan dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup
retribusi.

SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit :

nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi:
nomor dan tanggal SKRD;

tanggal jatuh tempo;

besarnya ketetapan pokok retribusi dan sanksi; dan
jumlah pembayaran.

®a0 T o
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Dokumen yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit :

jenis, nomor dan seri;

tanggal pengembalian dari BPKD;

tanggal penggunaan;

jumlah yang digunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri:
nilai nominal; dan

stok.

~0Qa0Tw

STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit :

tanggal penerbitan STRD;

nomor STRD;

alamat objek dan subjek retribusi; dan

besarnya pokok retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

0o oo

Pasal 25

SKPD/UKPD Pemungut Retribusi melaporkan penerimaan retribusi
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan
form model BPKD.017.Ret dan form model BPKD.018.Ret sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur
melalui Kepala BPKD dengan tembusan kepada Inspektorat tentang :

a. Jumlah ketetapan retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam
SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut :

1) nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi:
2) jenis retribusi;

3) nomor dan tanggal SKRD dan STRD;

4) tanggal jatuh tempo;

5) besar ketetapan dan sanksi; dan

6) jumlah pembayaran.

b. Jumlah uang retribusi yang diterima oleh petugas pemungut/
Bendahara Penerimaan SKPD/UKPD Pemungut Retribusi
berdasarkan dokumen yang dipersamakan, yang memuat rincian
sebagai berikut :

1) jenis retribusi;

2) nomor dan seri serta nilai nominal; dan

3) Jjumlah uang yang diterima dan yang disetor ke BPKD Bidang
Perbendaharaan dan Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk.

Dalam hal ini pembayaran/penyetoran melalui Bank Penerima, Bank
Penerima tersebut harus melaporkan kepada Kepala BPKD pada akhir
hari kerja bersangkutan.

Kepala BPKD dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya melaporkan kepada Gubernur tentang uang yang
diterima dari Bank Penerima. i

Kepala BPKD berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melaporkan realisasi penerimaan retribusi paling lama tanggal 15 (lima

belas) bulan berikutnya kepada Gubernur melalui Kepala BPKD
dengan tembusan Inspektorat,
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Petugas pemungut/Bendahara Penerimaan SKPD/UKPD Pemungut
Retibusi dengan diketahui dan ditandatangani Kepala SKPD/UKPD
Pemungut Retribusi, menyampaikan pertanggungjawaban seluruh
penerimaan uang retribusi yang dipungut dengan menggunakan
dokumen yang dipersamakan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala
BPKD paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 26

Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi
terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan oleh
petugas. pemeriksa SKPD/UKPD Pemungut Retribusi yang ditunjuk
oleh Kepala SKPD/UKPD Pemungut Retribusi yang bersangkutan.

Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan peraturan perundang-
undangan.

BAB Xl

KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 27

BPKD berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional
pemungutan retribusi. '

Koordinasi pemungutan retribusi dilaksanakan bersama dengan Tim
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi
yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung
jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan
dengan memperhatikan Standar Operasional Prosedur pelayanan yang
berlaku di masing-masing SKPD/UKPD Pemungut Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur
pemungutan retribusi di masing-masing SKPD/UKPD Pemungut
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala SKPD/UKPD Pemungut Retribusi.

BAB XIil
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dalam hal penerimaan pembayaran retribusi melalui Bank Penerima belum
dilaksanakan, penerimaan pembayaran retribusi dapat dilaksanakan melalui
Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas (UPPK) Kota Administrasi Bidang
Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD.
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BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) Pengadaan semua sarana pemungutan retribusi berupa SKRD,

(2)

SKRDLB, STRD dan dokumen yang dipersamakan dan/atau dengan

sistem komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengendalian terhadap sarana pemungutan retribusi berupa SKRD,
SKRDLB, STRD dan dokumen yang dipersamakan dan/atau dengan
sistem komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

+

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini :

a.

Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah di Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pertanian dan Kehutanan;

Peraturan Gubermnur Nomor 78 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Perhubungan;

Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Kependudukan dan Catatan
Sipil;

Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Kepariwisataan;

Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran;

Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Keolahragaan;

Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pertambangan;

Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan;

Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pertamanan;
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Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Taman Margasatwa
Ragunan;

Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Kebersihan;

Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Ketentraman, Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat;

Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pemakaian Fasilitas
Bangunan Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Perumahan;

Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pekerjaan Umum;

Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Planetarium dan Observasi;

Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Peternakan, Perikanan dan
Kelautan;

Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Tata Kota;

Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Penerangan Jalan Umum
dan Sarana Jaringan Utilitas;

Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pemakaman;

Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Perparkiran;

Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kebudayaan dan
Permuseuman;

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi;

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis

Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan:
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Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis
Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Penataan dan Pengawasan
Bangunan; dan

Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah di Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

..Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINS|I DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA, ,
Tid.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2013

NOMOR 61021

Salinan sesuai dengan aslinya
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Lampiran .
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

109 TAHUN 2013
24 September 2013

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

FORM YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH OLEH
KOORDINATOR PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

No Nama /Judul Form % Model/Nomor
1. | Pendataan Wajib Retribusi Daerah | BPKD 001 Ret. |
2. | Permohonan Jasa Pelayanan f BPKD 002 Ret.
3. | Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) BPKD 003 Ret.
4. | Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah BPKD 004 Ret.
5. | Keputusan Kepala SKPD/UKPD tentang Persetujuan/Penolakan BPKD 005 Ret.

Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah

. 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi BPKD 006 Ret.
Daerah

7. | Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah (SPARD) BPKD 007 Ret.

8. | Surat Permohonan Penundaan Pembayaran BPKD 008 Ret.
Keputusan Kepala SKPD/UKPD tentang Persetujuan/Penolakan BPKD 009 Ret
Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah

10. | Surat Pernyataan Penundaan Pembayaran BPKD 010 Ret.

11. | Surat Tanda Setor Retribusi Daerah (STSRD) BPKD 011 Ret.

12. | Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPKD 012 Ret.

13. | Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) BPKD 013 Ret.
14. | Surat Peringatan BPKD 014 Ret.
15. | Surat Teguran BPKD 015 Ret.

| 16. | Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) BPKD 016 Ret.

17. | Laporan Penerimaan Retribusi Daerah dengan Menggunakan BPKD 017 Ret.m
Ketetapan

18. | Laporan Penerimaan Retribusi Daerah dengan Menggunakan BPKD 018 Ret
Dokumen yang Dipersamakan

19. : Nota Perhitungan BPKD 019 Ret.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO




Model BPKD 001 Ret.
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SKPD/UKPD ....ccceervummenannn...

Jalan .......... Nomor ............... Telepon ............... Fa¥ osvermmme
JAKARTA
Kode Pos :
PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI
RETRIBUSI © oo
A IDENTITAS SUBJEK RETRIBUSI
1. a. Nama (Penanggung Retribusi) © ....ccoiviiiiiiiiiiie e, f.  Kode Pos
b, Alamat e
T 0 - ————
d. KeCAMEIAN === =000 D iiiisesessiissessenssmssessmnsenmmsn s
e Kota Administrasi 1 L,
2. a. Nama Usaha S c. Kode Pos
b, Alamat e
B DATA OBJEK RETRIBUSI DAERAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Demikian data ini diisi dengan sebenarnya.
Jakarta,
Mengetahui/Menyetujui . Petugas Pendata,
Wajib Retribusi
Nama jelas Nama jelas

Keterangan:

- Lembar ke-1: SKPD/UKPD Pemungut
- Lembar ke-2 : Wajib Retribusi



Model BPKD 002 Ret.

Nomor :

Sifat : Kepada

Lampiran  : .

Hal . Permohonan Jasa Pelayanan Yth. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta
c.q. Kepala SKPD/SKPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

Pekerjaan/Jabatan

Alamat

Bertindak untuk dan atas nama
Orang Pribadi/Badan

Alamat

dengan ini mengajukan untuk mendapatkan :
Jasa Pelayanan

Alamat Objek

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan permohonal
sebagai berikuf :

.........................................................................................................................

Pemohon,

Nama jelas



7

Madel BPKD 003 Ret.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKART!
SKPD/UKPD ......cccoevvrrrerrrrrnnne

Jalan .......... 1 eTis 1| O Telepon ............... FaXo..oooinnn,
JAKARTA
Kode Pos :

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) No. Form

Nomor : SKPD/SKPD

Kepada Yith.

Nama

Alamat

Bidang jasa pelayanan : ....................oociiiiiiiiee e

Berdasarkan Peraturan Daerah No ........ Tahun . dan atas permohonan Saudara agar se

menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Penerima. ,

Jumlah & FR 5 nmnnm s s N AT A S e s Y S S SR
« TEIBHANG oo e85 MR tasmaers s s o645 AR e

Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berkut.

No Ayat Penerimaan . Jenis Retribusi Jumlah Pokok Retribusi

Jumlah Rp

- Harus disetor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal SKRD ini ditandatangani.

- Jatuh Tempo Pembayaran tanggal ...................oooviii

- Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentukan dikenakan denda Sanksi Administrasi berupa bungs
sebesar 2% per bulan.

Jakarta, ... 5L L3 U - ——————————
Kepala SKPD/UKPD .........cccoooviiiii Penyetor,

NIP Nama jelas

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2 : untuk SKPD/UKPD Pemungut
Lembar ke-3 : pertinggal pada SKPD/UKPD Pemungut



Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

CATATAN :

Model BPKD 004 Ret.

Kepada
Permohonan Pembayaran Angsuran Yth. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Retribusi .......cooooii Ibukota Jakarta

c.q. Kepala SKPD/UKPD

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama S S
Pekerfaan/dabatan @ ..o e
NAMa POFUSANGAN 1 conwusinrsmsimsmsiins aiivsiosmsssmmans mmme st s s s e e s s s as
Alamat R 0 B 0 05 5 ot o i O A S R O

dengan ini saya mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran Retribu

............................................................ sebanyak............. kali angsuran sebesz
Rp . /bulan atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor ..................
................................ anglal .cuuin s BEDESAT BRI ... o senn e sxesesmmsmsmemmer

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai berikut.

Demikian permohonan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penul
tanggung jawab.

Pemohon,

Nama jelas

Sesuai ketentuan yang berlaku angsuran hanya dapat diberikan paling
banyak 4 (empat) kali cicilan dan harus dibayar setiap bulan dengan
jumlah yang sama besar



Model BPXD 005 Ret.

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN *) PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUS| DAERAH

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SKPD/UKPD

a. bahwa sesuai permohonan pembayaran secara Angsuran Retribusi Nomor ..............
= 1o T = [ yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan peneliti
ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retrib

terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhiftidak memenuhi
ketentuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pe
menetapkan Keputusan Kepala (SKPD/UKPD .............. ) tentang Persetujue
Penolakan *) Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaima
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khus
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundan
undangan; '

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

7. Peraturan Gubernur Nomor ........ Tahun
Pemungutan Retribusi Daerah;

....... tentang Tata Cara Pelaksanas

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA (SKPD/UKPD ..... ) TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN
PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH.

Menyetujui/Menolak *) permohonan angsuran pembayaran retribusi kepada :
Nama

.................................................................................

Jabatan

Alamat

.................................................................................



Model BPKD 006 Ret.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTZ
SKPD/UKPD................

Jalan ... Nomor ............... Telepon .............. =L S —
JAKARTA _
‘ Kode Pos :

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH

Nomor:

------------------------------------------

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Wajib Retribusi

Alamat

Pekerjaan/Jabatan

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD /ISTRD *)

/
Nomor .......oooooeiivviii tanggal ................ secara angsuran sesuai dengan Keputusan Kepala
SKPDIUKPD wvvivunsomsassssissinummmmmanmrmssmne snpesessossasssssmeseram e .. S Nomor ..........coo.cooiiiiii
:=Tala [ | E—————— tentang Persetujuan/Penolakan *) Pem bayaran Angsuran Retribusi
Daerah dengan jadwal pembayaran sebagai berikut : :
AngsUran Tanggal Besarnya Angsuran
" ke Pembayaran ‘ (Rp)
I
Il
1l
v

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi,
maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui : Jakarta, ...

Kepala SKPD/UKPD Yang Membuat Pernyataan
.............................................. . Waijib Retribusi,

Meterai

Rp. 6.000,-

*) coret yang tidak perlu

Lembar ke-1  : untuk SKPD/UKPD Pemungut
Lembar ke-2  : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-3  : untuk BPKD

No.Agenda

Tanggal
Paraf




* Model BPKD 007 Ret.

PEMERINTAH PROVINS] DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKART!
SKPD/UKPD ...eeeeveeeeeeeveeeeneens

Jalam e Nomor ............... Telepon ............... S5
JAKARTA
Kode Pos
SURAT PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI No. Form
DAERAH (SPARD)
Nomor SKPD/UKPD
Kepada Yth.
Nama
Alamat
Bidang jasa pelayanan @ ..o
Berdasarkan Ketetapan Retribusi dan SKRD/STRD *) Nomor ............. <o dan Keputt
Kepala SKPD/UKPD ....ovvviivieriereniensnnnessirerennsnssenes Nomor ...oooevinn .. {E=15(a(a]- | F————— i
segera menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Penerima
Jumlah 2 BRI i 0 s s S RS
TOIDUBING 5 w5miis st mosnmmnmsmomas s mas e oo s 5885531805 B3 L A S R S
Untuk pembayaran angsuran retribusi dengan perincian sebagai berikut.
No Ayat Penerimaan Jenis Retribusi Jumlah' PO},(OK Angsuran
: Retribusi ke
Jumlah Rp

- Harus disetor sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan
Pembayaran Angsuran Nomor ..............cocovvveevennen.n.

........................... Wajib Retribusi,

NIP

Nama jelas

Lembar ke-1
Lembar ke-2

Lembar ke-3
Lembar ke-4

: untuk Wajib Retribusi
: untuk Tempat Penerima-Pembayaran

» untuk SKPD/UKPD Pemungut Retribusi
I untuk BPKD



Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Model BPKD 008 Ret.

Kepada
Permohonan Penundaan Pembayaran Yth. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Retribusi ......ocoovviiiiin Ibukota Jakarta

c.q. Kepala SKPD/UKPD

‘Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

Pekerjaan/Jabatan

Bertindak atas nama

Orang Pribadi/Badan

Alamat

Bersama ini kami mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi atas

| utéhg retribusi berdasarkan SKRD Nomor .................... tanggal ..., sebesar

...............................................................................................................

Demikian permochonan ini disampaikan dengan sebenarmya dan penuh
tanggung jawab.

Pemohon,

Nama jelas



Model BPKD 009 Ret.

TENTANG

- PERSETUJUAN/PENOLAKAN *) PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SKPD/UKPD .....ooiiiiiiiiiiiiiicii e

a. bahwa sesuai permohonan pembayaran secara Angsuran Retribusi tang
....................... Nomor ...........c.ceeeeeee.... yang diajukan oleh Wajib Retribusi ¢
setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk menur
pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD dan STRD te
memenuhi/tidak memenuhi *) ketentuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pe
menetapkan Keputusan Kepala (SKPD/UKPD ... ) tentang Persetuju
Penolakan *) Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaime
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khus
[bukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundai
undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

7. Peraturan Gubernur Nomor ........ Tahun ....... tentang Tata Cara Pelaksane

Pemungutan Retribusi Daerabh;
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA (SKPD/UKPD............... ) TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAR
PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH.

Menyetuj_ui/Menoiak *) permohonan angsuran pembayaran retribusi
Nama

........................................................................



- o

KEDUA

KETIGA

Persetujuan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada dikt
KESATU harus dibayar sekaligus sebesar Rp .....coovvviviiiiiiiiiieiienn, paling laml
16=1§ o] a |- HESIRG————— dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembayaran *)/Penolak
permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESA

_berdasarkan pertimbangan atas alasan pemohon *).

Keputusan Kepala (SKPD/UKPD ...... ) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA SKPD/UKPD

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. SKPD/UKPD



Model BPKD 010 Ret,

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKART/
SKPD/UKPD ....coeeueeeaannn.

Jalan . Nomor ............... Telepon ............... FaXo e,
JAKARTA

Kode Pos :

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

NODYOIE s s o5 fhfammemmmenmme

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Retribusi

Alama't

Pekerjaan/Jabatan

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD
BOIBr cosmnsss tanggal ............... (terlampir) secara sekaligus sesuai dengan Keputusan Kepal
SKPD/UKPD  .....cocvviiiiivinin NaAMOF oo usmsmassin. tanggal .................. tentan
Persetujuan/Penolakan*) Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah, dengan batas akhir pembayaran tangg:

Jumlah Retribusi yang harus dibayar sebesar Rp

Terbilang [ : : SRR

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut di atas tidak dipenuh
maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui : Jakarta, ...
Kepala SKPD/UK-SKPD Yang Membuat Pernyataan
............................................. , Wajib Retribusi,

Meterai

Rp 6.000,-

*) coret yang tidak perlu

Lembar ke-1 : Untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2 : Untuk SKPD/UKPD Pemungut
Lembar ke-3 : untuk BPKD

No. Agenda
Tanggal

Paraf




Model BPKD 011 Ret.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SKPD/UKPD ..o

Jalan .......... Nomor ............... Telepon

JAKARTA

Kode Pos :

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) No. Form
Nomor - SKPD/UKPD
Nama

Alamat

NPWRD

Menyetor berdasarkan *) : D SKRD

D Dokumen yang dipersamakan

.Nomor Ketetapan

untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut :

No Ayat Penerimaan

Jenis Retribusi

Jumlah Pokok Retribusi

Jumlah

Dengan huruf ;

Uang sejumlah tersebut di atas telah diterima

Tanggal

Tanda Tangan :

Nama Jelas

- 11 [ - (R ——————

Penyetor,

Nama jelas

Tempat teraan Kas Register/Tanda Lunas

*) Beri tanda v pada kotak D sesuai dengan ketetapan yang dimiliki

Lembar ke-1 . untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2 : untuk Tempat Penerima Pembayaran

Lembar ke-3 . untuk SKPD/UKPD
Lembar ke-4 : Pertinggal pada SKPD/UKPD



Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Model BPKD 012 Ret.

Kepada
Permohonan Pengembalian Yth. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Kelebihan Pembayaran Ibukota Jakarta

c.q. Kepala SKPD/UKPD

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Pekerjaan/Jabatan S o e R RS R RS RHS

Nama Perusahaan

MEEHIEL = 8 iiiiiisethmeiearhash s imi i e s

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas
utang retribusi berdasarkan SKRD NOMOC ......cooviivieeeriiineeeeieenenn (i1 o
sebesarRp ..oooviiiiii

Retribusi terutang sebagaimana tersebut di atas telah kami bayar sebesal
20 R — maka atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya dapa
dikembalikan/digunakan untuk melunasi retribusi lain yang terutang/diperhitungkan untuk
pembayaran masa retribusi berikutnya®).

Demikian permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti terlampir.

*) coret yang tidak perlu

Jakarta, ...
Pemohaon
Wajib Retribusi,
Nama jelas
No. Agenda
Tanggal

Paraf




Model BPKD 013 Ret.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SKPD/UKPD .......cocovvennrrennne ;

Jalan .aone NOMIOY .onseumms L: 5o 0 grm— PER s mnmamssmmmns
JAKARTA
Kode Pos :
Nomor Form @ ...,
Nomor 1 e, SKPDIURPD. 1 s mas o spearcs
Tanggal e
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
LEBIH BAYAR (SKRDLB)
Jasa Pelayanan ..............cccccooeviiiiiiii, Kepada
Yth. Nama SO
JALEIAR: | convevvmmmmrsims s A
AIBITEE ! s s s s s
Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal .............ccccocoooviiin.. 2115 o —
- mengenai kelebihan pembayaran retribusi dan setelah diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetap
Retribusi Daerah Nomor ........c..oooovviivinnnnn, tanggal .....ocooieiiii, yang telah Saudara bayar deng
nomor ayat .................. , dengan. ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribt
bulan ................... . A—— Talen connie sebagai berikut.
Jumlah Retribusi Terutang ' Rp
Jumlah Pembayaran Retribusi ' RpP (
Jumlah Retribusi Lebih Bayar RP  cinumvassesswsssimimins
Sanksi Administrasi 2% x ............ 5115 Ta B0 2. ———— KE o st (
Jumlah Retribusi yang dikembalikan Rp

Terbilang : [ i

Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsung dipehitungkan *)
a. Untuk melunasi retribusi lain yang terutang

b. Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya

c. Untuk dilakukan pengembalian

Demikian pemberitahuan ini agar Saudara makium dan saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, ...

Lembar ke-1  : untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-2 : untuk SKPD/UK-SKPD Pemungut
Lembar ke-3 : untuk BPKD



Model BPKD 014 Ret.

BEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKART
SKPD/UKPD ..c.eeeeeeeeeeeeeeeeeen,

Jalan .......... Nomor ............... Telepon ............... 3 R
JAKARTA
Kode Pos :
Nomor :
Sifat : Kepada
Lampiran
Hal
G
di
Jakarta
SURAT PEMBERITAHUAN
NOMOR @ ..o,

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha, sampai dengan saat ini Saudara bell

menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut.

Jenis Retribusi Me?sa . Retribusi terutang pada SKRD sllfiiah BBl Tanggal Jatul
Retribusi No (Rp) Tempo

Dengan diterbitkannya surat pemberitahuan ini, saya minta agar Saudara segera melunasi retribu

yang terutang tersebut di atas selambat-lambatnya ...
N ) hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan ini dikeluarkan.
Jakarta, ..o
KEPALA SKPDIIKPD ...ocvvmmiinmsiviosnas pommmsnssnones
NIP

*) coret yang tidak perlu

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2 : untuk SKPD/UKPD Pemungut
Lembar ke-3 : untuk BPKD



Model BPKD 015 Ret.

BEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKART!
SKPD/UKPD ...ceeieiiiineiencnrenenes

Jalan .......... Nomor .....ccceee..s Telepon ............... FaX...oooooooeennnn.
JAKARTA
Kode Pos :
Nomor
Sifat g & Kepada
Lampiran
Hal
YN, e,
di
Jakarta
SURAT TEGURAN
NOMOR: S vy oo

Berdasarkan hasil penelitan pada tata usaha, sampai dengan saat ini Saudara belun

menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut.

SKRD N Sanksi Keterlambatan Jumlah Retribusi
Jenis Retribusi R membayar 2%/bulan yang harus dibayai
R
(Re) (Rp) (Rp)

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, Saudara telah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesa
2% sebulan dari jumlah retribusi terutang. Oleh karena itu saya minta agar Saudara segera melunasi retribus
yang terutang tersebut di atas selambat-lambatnya ...........ccocoveeiiiiiiiii (o ) hari setelal
tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan.

*) coret yang tidak periu

Lembar ke-1 : untuk Waijib Retribusi
Lembar ke-2 : untuk SKPD/UKPD Pemungut
Lembar ke-3 : untuk BPKD



Model BPKD 016 Ret.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SKPD/UKPD ....cccoveerrrrreerrenne.

1= 1T, S— NOMIOE s Telepon ............... FaXooiooiirnnn.
JAKARTA
Kode Pos :
Nomor Form e
Nomor O —— SKPD/UKPD 1
Tanggal PN IR RS sesss s emesams e e

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

(STRD)
Jasa Pelayanan ...................ccooco, Kepada
Yth. Nama E s TS TR S N S e TP
Jabatan R
Alamat R

Berdasarkan data yang dinilai, ternyata Saudara tidak/belum/kurang membayar retribusi yang terutan

:” ~ ~dalam SKRD Nomor ............ tanggal .................., dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untul
~ masaretribusibulan ....................... . B svensrmnaanin DAL coosssnsmens sebagai berikut.
Jumlah Retribusi Terutang R
Jumlah Pembayaran Retribusi " Rp e (-)
Tidak/Kurang Bayar RP
Sanksi Administrasi 2% x ............ DUl % RE srcnmmems i T s omssommsmmm RO (+)
Jumlah Retribusi yang harus dibayar Rp

Terbilang :

Untuk menghindari pelaksanaan penagihan sesuai dengan ketentuan, saya minta agar Saudara segers
melunasi kewajiban pembayaran retribusi.

KEPALA SKPD/UKPD Penyetor,

......................................

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-2 : untuk Kantor Tempat Penerima Pembayaran
Lembar ke-3 : untuk SKPD/UKPD Pemungut

Lembar ke-4 : untuk BPKD

Lembar ke-5 : pertinggal pada SKPD/UKPD Pemungut



— S 5 WA WE W I Dmaw WSS REEEES RS RS W N W N 6 RN S N Wl S S Whee D RS RSB

"DENGAN MENGGUNAKAN KETETAPAN

TAHUN ANGGARAN
BULAN
SKPD/UKPD : ‘,
NO | AYAT PENERIMAAN JENIS RETRIBUSI PERMOHONAN ___ KELETAPAH - P EME S VAR AN
Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d.
Bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah
Lembar ke-1  : Untuk BPKD : Jakarta, oo
Lembar ke-2  : Untuk Inspektorat Kepala SKPD/UKPD

Lembar ke-3  : Untuk SKPD/UKPD Pemungut

..............................




LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN

TAHUN ANGGARAN

BULAN
SKPD/UKPD:
NO | AYAT PENERIMAAN JENIS RETRIBUSI PERMOHONAN.___ RETETAFRN _ FEMBAYARAN ____
Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan ini
1 2 & 4 5 6 7 8 9
Jumlah
Lembar ke-1  : untuk BPKD Jakarta, ..oooeiieee
Lembarke-2  :untuk Inspekiorat Kepala SKPD/UKPD

Lembar ke-3  : untuk SKPD/UKPD Pemungut




Model BPKD 019 Ret.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SKPD/UKPD .......ccoreerrrrrerenee

Jalan .......... Nomor ............... Telepon ... FaX....occoovennn.
JAKARTA
Kode Pos : 10110
NOTA PERHITUNGAN
JENIS RETIRIBIIST 5 i cumiumnsinsnnsnsnsimdanssmsmsssnmesrsmsrass s sy st s s e s e o
Jakarta, ...

Diketahui dan Disetuijui :
........................................ Petugas Penghitung,

NIP NIP



